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Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Sengketa

Penolakan Klaim Asuransi Berdasarkan Pre-Existing Condition.
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018)
Halaman : 1-ix 161 Halaman + Daftar Pustaka
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pre-Existing Condition, Klaim Asuransi
Ringkasan Isi

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi tertanggung dalam sengketa penolakan
klaim asuransi yang didasarkan pada pre-existing condition dengan menggunakan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2880 K/Pdt/2018 sebagai rujukan analogis. Permasalahan muncul
karena perusahaan asuransi sering menolak klaim dengan alasan pelanggaran duty of
disclosure, sementara tertanggung berada pada posisi yang lemah dalam memahami polis dan
mengakses informasi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah pengaturan kewajiban pengungkapan riwayat
kesehatan serta parameter keabsahan penolakan klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
prinsip utmost good faith tidak hanya membebani tertanggung, tetapi juga mewajibkan
penanggung memberikan informasi yang transparan mengenai manfaat, risiko, dan
pengecualian polis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXI1/2024 menegaskan
bahwa Pasal 251 KUHD tidak dapat digunakan untuk membatalkan pertanggungan secara
sepihak.

Penolakan klaim hanya sah apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan secara hukum
bahwa kondisi medis telah ada sebelumnya, diketahui tertanggung, bersifat material, dan
relevan dengan klaim. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi tertanggung mencakup
upaya preventif melalui transparansi informasi serta upaya represif melalui mekanisme
penyelesaian sengketa dan gugatan perdata.

Daftar Acuan : 48 Buku + 11 Perundang-undangan/Putusan + 11 Jurnal/Artikel
Dosen Pembimbing I  : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
Dosen Pembimbing IT : Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
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ABSTRACT

Name . Liny Tanto

NIM 22340058018

Section . Economic Law

Title : Legal Protection for the Insured in Insurance Claim Disputes

Based on Pre-Existing Conditions (A Study of Supreme Court
Decision Number 2880 K/Pdt/2018)
Page o i-ix 161 Pages + Bibliography
Keywords . Legal Protection, Pre-Existing Condition, Insurance Claim.
Summary of Contents

This study examines legal protection for insured parties in insurance claim disputes
involving pre-existing conditions, using Supreme Court Decision Number 2880 K/Pdt/2018 as
an analogical reference. The issue arises because insurers frequently reject claims on the basis
of alleged breaches of the duty of disclosure, while insured parties generally occupy a weaker
position in understanding policy terms, accessing information, and proving their good faith.

Employing a normative juridical method with statutory and case approaches, this research
analyzes the legal framework governing the disclosure of medical history and the parameters
for assessing the validity of claim denials. The findings indicate that the principle of utmost
good faith does not impose a unilateral burden on the insured; insurers are equally obligated
to provide transparent information regarding policy benefits, risks, and exclusions.
Furthermore, Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXI1/2024 affirms that Article
251 of the Commercial Code cannot be used to unilaterally cancel coverage.

A claim denial based on a pre-existing condition is legally valid only if the insurer can
prove that the condition existed prior to coverage, was known to the insured, is material, and
is directly related to the claim. Accordingly, legal protection for insured parties encompasses
preventive measures through transparency and remedial measures through dispute resolution
and civil litigation.
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